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BUPATI ACEH BESAR,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-
undangan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan
Keuéngan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2019 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan
Provinsi Aceh Nomor 23.C/LHP/XVIIL.BAC/06/2020, perlu
merevisi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 31 Tahun 2019
tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 31 Tahun
2019 tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh
Besar Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

‘Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang....g‘
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633); .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nonjor 244, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

' Tahtin 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322); ,
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33); _ .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua. Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Qanjuin Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006

Nomor 03);
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14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016
Nomor 03). ’ :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
' BUPATI ACEH BESAR NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG
STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 31 Tahun 2019
tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran
2020 ( Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 31) diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

Rmman Standar Belanjé. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan baglan tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini. »

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agé;r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

" ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 2 September 2020 M
14 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH BESAR, é

: MAWARDI ALI

#

Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 2 September 2020 M
14 Muharram 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BPSAR
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BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 23.
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LAMPIRAN =

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020

Honorarium FORKOPIMDA
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Standar Biaya 2020

R Ket.

Satuan

i o

a, Ketua

Org./bulan 10.000.000,00

Anggota

Org./bulan 6.000.000,00

Org./bulan 4.000.000,00

b
¢ Anggota plus
d  Sekretariat

- Sekretaris

Org./bulan 1.500.000,00

- Wakil Sekretaris

Org./bulan 1.250.000,00

- Anggota

Org./bulan 1.000.000,00

19

Honorarium Tim "Pembinaan dan Pengawasan" Inspektorat

18.1

Review RKA/ RKA-P SKPD

“*Nihapus

19.2

Review RKPD

Dihapus

19.3

Review RPJM, Review LAKIP Kabupaten, LKPD dan LPPD

Dihapus

19.4

Pemeriksaan Reguler Dinas dan Badan

Dihapus -

19.5

Pemeriksaan Reguler Kecamatan dan Sekretariat Keistimewaan Aceh

Dihapus

19.6

Pemerilkksaan Reguler Gampong

Dihapus

19.7

Pemeriksaan Reguler BOS

Dihapus

19.8

Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Perangkat Daerah dan Desa

Dihapus™

19.17+ °

ymeriksaan Kas Opname

_ihapus

19.14

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Dihapus

/BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI




